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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAwA TENGAH

PERATURAN BUPAT] KUDUS
NOMOR 34 TAHUN2J18

TENTANG

gISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a.

KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa _untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah
yang baik (local good governance) diperlukan adanya Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai;

bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang
memadai harus mencerminkan azas umum pengelolaan
keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubih
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang menetapkan
Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Tahun 1950 tentang Pembentukan

g Nomor 13 iy
Undang-Undang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Daerah-Daerah Kabupaten
Tengah;

hun 1999 tentang
_Undang Nomor 28 Ta - %
g:r?yi?egnlgjgaraaxgq Negara yang Bersih dan BisBRS St ASTuRs,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indanesis
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrpinistram
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601;
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20,

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedo-nan
Penyusunan dan Penerapan Stgndar Pelayanan Min mal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200;? (tfntaglg Pelaporan

. : i inta embaran Ne
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin gara
Republgik Indonesia ~ Tahun 2006 N0m0;6125'» Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)?

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahm(lLerr?lSOS tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana O aran Negarg
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor » Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
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)1, Peraturan  Pemcrintah  Nomor
" pendanaan dan Pengelolaan
Negara Republik Indonesia Tg
Lembaran Negara Republik |

22 Tahun 2008 tentang
Bantyan Bencana (Lembaran
hun 2008 Nomor 43, Tambahan
ndonesia Nomor 4829);

)2, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan [nsentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1 19);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Tahun 2012 tentang Hibah

24, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18T

Daerah (Lembaran Negara Rep
Nomor 114, T

Nomor 5887);

ahun 2016 tentang Perangkat
ublik Indonesia Tahun 2016
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

ahun 2017 tentang Hak

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun QQO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25
08:30:03 +07'00'
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